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TRI ARTHA MAS  

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 

atas rahmat, hidayah, dan taufik-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Survei 

Evaluasi Hasil Koordinasi  dan Sinkronisasi  Pelaksanaan Kebijakan  (KSPK) 

dalam Menduk ung Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia 

Tahun 2020 yang diselenggarakan mulai bulan Oktober 2020. 

Seperti diketahui bahwa tujuan Reformasi Birokrasi (RB) adalah 

ȱÍÅÎÃÉptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, 

berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, 

mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-

nilai dasar dan kode eÔÉË ÁÐÁÒÁÔÕÒ ÎÅÇÁÒÁȱȢ  

Untuk memenuhi tujuan RB di Kemenko PMK, yaitu; (i) terwujudnya 

pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan (ii) 

meningkatnya kualitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan (KSPK), maka Kemenko PMK harus memiliki tanggung jawab terhadap 

pemenuhan kebutuhan kementerian/lembaga (K/L) secara berkesinambungan 

melalui peningkatan kualitas pelayanan KSPK agar kepuasan pelayanan dapat 

terwujud dengan baik. 

Guna mengevaluasi kualitas pelayanan KSPK di Kemenko PMK, kami 

telah menyelenggarakan pelaksanaan Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) dalam Mendukung Reformasi 

Birokrasi. Adapun tujuan dari survei ini adalah: (i) Mengukur kualitas pelayanan 

(KSPK); (i i) mengukur perilaku anti korupsi; dan (iii) Menjadi dasar dalam 

menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan (KSPK). Survei ini 

menghasilkan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (I PKP), Indeks Persepsi 

Anti Korupsi (IPAK) , dan Indeks Kepuasan Stakeholder (IKS).  

Buku laporan Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban 

pelaksanaan kegiatan di Kemenko PMK. Buku ini berisikan pelaksanaan kegiatan 
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mulai dari perencanaan, pembahasan variabel survei, penyusunan customer list 

responden, penyusunan aplikasi sistem, pengisian link survei, sampai dengan 

pengolahan data. Data yang dihasilkan akan digunakan untuk analisis indeks IPKP, 

IPAK dan IKS. 

Semoga indikator yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk rekomendasi 

kebijakan, dan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya. 

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami 

menyadari bahwa hasil pekerjaan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

saran dan kritik sangat diharapkan, guna perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa 

mendatang. 

 

Jakarta, November 2020 

PT. Tri Artha Mas 

 

 

Eka Wulandari  

Direktur Utama  
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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Instansi Pemerintah di Indonesia senantiasa membenahi kinerjanya 

dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB). Salah satu indikator keberhasilan 

pelaksanaan RB adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Namun demikian, upaya 

perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum 

memenuhi seluruh harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai 

keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial. 

Masyarakat banyak menyoroti penyimpangan prosedur layanan yang tidak sesuai 

standar dan indikasi adanya peluang dan perilaku korupsi.  Tentunya hal 

semacam ini akan memberikan dampak buruk terhadap kualitas pelayanan 

pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. 

Pelayanan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, merupakan pelayanan 

pada bidang Koordinasi  dan Sinkronisasi  Pelaksanaan Kebijakan  (KSPK) 

yang dilakukan terhadap kementerian/lembaga di tingkat pusat yang menjadi 

lokus pelaksanaan tugas untuk kebijakan. 

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan RB dari pelayanan KSPK di 

Kemenko PMK, perlu dilakukan pengukuran melalui survei yang dilakukan oleh 

pihak ekternal yaitu Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi. 

Survei ekternal ini melibatkan penyedia jasa survei (pihak ketiga) 

dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan lapangan, pengolahan, analisis, dan 

laporan hasil. 

Target responden survei adalah pegawai di kementerian/lembaga yang 

telah menerima pelayanan KSPK di Kemenko PMK. Survei ini akan menghasilkan 

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), 

dan Indeks Kepuasan Stakeholder (IKS). Indeks yang diperoleh berfungsi sebagai 

ÐÅÎÄÕËÕÎÇ ÐÅÎÉÌÁÉÁÎ ȰËÏÍÐÏÎÅÎ ÈÁÓÉÌȱ ÙÁÎÇ ÔÅÒÔÕÁÎÇ ÄÁÌÁÍ ,ÅÍÂÁÒ +ÅÒÊÁ 
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Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE-RB). Indeks IPKP, IPAK, dan IKS tersebut 

diharapkan mampu menggambarkan kualitas pelayanan dan perilaku anti 

korupt if di Kemenko PMK. Selain itu, hasil survei juga dijadikan sebagai dasar 

peyusunan rekomendasi bagi Kemenko PMK  terkait untuk perbaikan kualitas 

pelayanan. 

 

1.2 Dasar Hukum  

Á Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Á Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

Á Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

Á PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

Á Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi 

Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 

Á Peraturan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Á Peraturan MenPANRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Evaluasi Kinerja 

Pelayanan Publik 

 

1.3 Tujuan Survei  

Tujuan pelaksanaan Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi adalah: 

1. Mengukur kualitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan (KSPK) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko PMK); 



  

 3 

TRI ARTHA MAS  

2. Mengukur perilaku anti korupsi di Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); 

3. Menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas 

pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) di 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK); 

4. Penyusunan database pada pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan  Kebijakan (KSPK). 
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II.  PERSIAPAN 

 

2.1 Pengumpulan Informasi  

Dasar pengukuran persepsi kementerian/lembaga terhadap kualitas 

pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) di 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK) adalah komponen standar pelayanan yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara rinci 

dijelaskan dalam Peraturan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

sehingga didapatkan unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Persyaratan pelayanan 

2. Prosedur pelayanan 

3. Waktu pelayanan 

4. Biaya atau tarif  

5. Produk/jasa spesifikasi jenis layanan 

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

7. Kejelasan petugas/pelaksana 

8. Kompetensi pelaksana 

9. Perilaku pelaksana 

10. Maklumat pelayanan 

11. Komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik 

Sedangkan persepsi perilaku korupsi dapat dilihat melalui tujuh kategori 

tindakan korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) sebagai berikut: 

1. Kerugian keuangan Negara 

2. Suap-menyuap 
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3. Penggelapan dalam jabatan 

4. Pemerasan 

5. Perbuatan curang 

6. Benturan kepentingan dalam jabatan 

7. Gratifikasi 

 

2.2 Organisasi Survei  

Pengumpulan data dilakukan dengan self enumeration melalui online system 

setiap responden survei melalui link https://surveikspk.kemenkopmk.go.id/ , 

dengan link admin https://surveiksp k.kemenkopmk.go.id/backend .    

Organisasi survei dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

ǒ Penanggung Jawab 

Kemenko PMK sebagai penanggungjawab kegiatan, mengomunikasikan, 

meminta ijin pelaksanaan survei serta mengirimkan hardcopy surat 

kepada Sekretaris Kementerian/ Lembaga dimana responden bekerja. 

Setelah hardcopy surat dikirimkan, setiap individu responden menerima 

blasting Whatsapp (WA) untuk pengisian survei melalui link survei. 

Untuk responden yang belum mengisi survei, maka per 5 (lima) hari 

kalender responden akan kembali menerima blasting WA link survei.  

ǒ Pengawas   

Seluruh unit di ke Asdepan dan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial 

Nasional (DJSN) di KemenkoPMK mejadi pengawas dalam pelaksanaan 

survei, dengan melakukan pemantauan pengisian survei dengan self 

enumeration link survei oleh mitra kerja (sebagai responden). Masing-

masing memiliki akun username dan password sebagai dashboard 

pemantauan pemasukan dokumen survei, namun akun tersebut tidak 

disajikan dalam buku ini. 

 

https://surveikspk.kemenkopmk.go.id/
https://surveikspk.kemenkopmk.go.id/backend
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Á Enumerator  

Enumerator atau pencacah tidak ada dan tidak dilakukan dengan tatap 

muka oleh petugas terhadap responden, namun melalui pengumpulan 

data dengan self enumeration (responden mengisi sendiri) melalui online 

system setiap responden survei melalui link 

https://surveikspk.kemenkopmk .go.id/. 

Á Editing/Coding/Data  Entry  

Editing/Coding/Data Entry dilakukan oleh sistem dengan validasi yang 

ketat.  

 

2.3 Penjadwalan Survei  

Sebagai bahan rujukan pelaksanaan survei, digunakan Generic Statistical 

Business Processes Model (GSBPM), sebagai berikut: 

Tabel 2.1  Generic Statistical Business Processes Model (GSBPM)  

No. Tahapan Aktivitas  
1 Identifikasi 

kebutuhan 
(specify needs) 

a. Mengidentifikasi kebutuhan 

b. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan 

c. Menentukan tujuan 

d. Identifikasi konsep dan definisi 

e. Memeriksa ketersediaan data 

2 Rancangan 
(design) 

a. Merancang output 

b. Merancang deskripsi variabel 

c. Merancang pengumpulan data 
d. Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel 

e. Mendesain sampling 

f. Merancang pengolahan dan analisis 

g. Merancang sistem dan alur kerja  

3 Implementasi 
Rancangan 
(Build) 

a. Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner) 

b. Membangun komponen diseminasi 

c. Memastikan alur kerja berjalan dengan baik (termasuk 
Menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik; 
dan Finalisasi sistem) 

4 Pengumpulan 
(Collect) 

a. Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel 

b. Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan 
petugas 

c. Melakukan pengumpulan data  

https://surveikspk.kemenkopmk.go.id/
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No. Tahapan Aktivitas  
5 Proses 

(process) 
a. Integrasi data 

b. Penyuntingan (editing), Penyahihan (validation), data 
entry, dan imputasi 

c. Menghitung penimbang (weight) 

d. Melakukan agregat  

6 Analisis 
(Analyze) 

a. Menyiapkan naskah output (tabulasi)  

b. Penyahihan output (pemeriksaan konsistensi 
antartabel) 

c. Interpretasi output 

7 Diseminasi 
(Disseminate) 

a. Sinkronisasi data, menghasilkan produk diseminasi, dan 
managemen rilis produk diseminasi 

8 Evaluasi 
(Evaluate) 

a. Mengumpulkan masukan evaluasi 

b. Evaluasi hasil 

 

Dari GSBPM dilakukan penjadwalan survei, terutama dalam pembahasan 

kuesioner dan pelaksanaan survei, yang pada akhirnya pelaksanaan survei 

dilakukan pada 21 Oktober ɀ 26 November 2020. 

 

2.4 Rancangan Instrumen  

Jenis instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan survei adalah kuesioner 

Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan 

(KSPK) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi, dan diberi nama                   

VE-KSPK.2020. Kuesioner ini merupakan kuesioner online yang disampaikan 

ke responden survei. 

 

 

 

 

 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait 

karakteristik umum dan aspek pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi 
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Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi di 

Kemenko PMK yang dirasakan oleh mitra kerja sebagai pengguna layanan 

koordinasi. Pada intrumen ini juga berisi penjelasan rinci yang mencakup 

setiap pertanyaan. 

 

2.5 Usulan Anggaran dan Biaya  

Seluruh pembiayaan survei dari mulai perencanaan sampai laporan 

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 

Tahun Anggaran 2020. 

 

2.6 Identifikasi Responden  

Identifikasi responden dilakukan sebelum pelaksanaan pendataan atau 

pencacahan atau self enumeration. Identifikasi responden bertujuan untuk melihat 

kelayakan responden yaitu pegawai di kementerian/lembaga yang pernah 

berkoordinasi dengan Kemenko PMK. Kelayakan responden dilihat dari ganda 

atau tidaknya responden yang ada pada daftar responden. Responden ganda yaitu 

responden yang terhit ung 2 (dua) kali atau lebih yang berkoordinasi pada satu 

asisten deputi atau DJSN. Responden dikatakan tidak ganda apabila satu 

responden berkoordinasi dengan 2 (dua) asdep atau lebih.  

Agar tidak terjadi duplikasi dalam pendataan serta untuk mempermudah 

di dalam pengolahan dan tabulasi data, maka setiap instansi kementerian/ 

lembaga lokasi responden dibuat uniq. Demikian pula dengan sampel responden 

dibuat uniq. 

Tabel 2.2  Responden Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi , 2020 

 
No. 

Resp 

Kementerian/Lembaga  
Nama 

Responden 

 
Jabatan 

Responden 

 
Eselon 

 
Telp/ 

HP 
Kode 
K/L  

Nama 
K/L  

No. Urut 
Responden 
dalam K/L 
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2.7 Identifikasi Kedeputian/Asdep   

Kedeputian dan Asisten Deputi (Asdep) di Kemenko PMK merupakan 

unit analisis dalam survei, untuk itu agar dapat mempermudah di dalam proses 

pengolahan dan analisis, maka kedua lokus analisis tersebut perlu dibuatkan kode, 

yaitu Kode Kedeputian dan Kode Asdep. Pemberian kode tersebut berdasarkan 

PermenkoPMK Nomor 4 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:  

Kode Deputi   

Deputi  Asdep Kode Nama Kedeputian  

1 0 10 Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan 
Dampak Bencana 

Kode Asdep 

Deputi  Asdep Kode Nama Asdep 

1 1 11 Asisten Deputi Konflik Sosial 

 

2.8 Rancangan Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan oleh Tim Survei. Kegiatan pengolahan terdiri 

dari penerimaan dokumen, pemeriksaan kelengkapan dokumen termasuk  coding 

dengan sistem dan tabulasi data. Program entri dan tabulasi data dibangun 

dengan aplikasi web-based, dengan spesifikasi: 

1. Web Server 

2. Database: PostgreSQL 

3. Web Browser 

4. Web Editor: Notepad++, NetBeans 

5. Yii Framework 

6. Bahasa Pemrograman: HTML, PHP, Javascript, dan CSS 
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7. Library yang digunakan: Javascript: Jquery, Grafik: Jqplot, fusionchart, 

Peta: Openlayers, Galeri: galleri a, magnificpopup, Lainnya: phpexcel, 

simplemodal 

8. Space yang dibutuhkan sekitar 1 (satu) Gb 

 

2.9 Persiapan Teknis Pencacahan  

2.9.1 Teknik Penarikan Sampel  

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam Survei Evaluasi Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) dalam Mendukung 

Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK tahun 2020, yaitu Based 

on Customer list. Teknik penarikan sampel based on customer list dilakukan 

dengan memilih pengguna layanan KSPK di Kemenko PMK secara random 

berdasarkan daftar kunjungan pada unit pelayanan KSPK.  

Pemilihan responden survei ini tidak dilakukan secara propability 

sampling, karena pelayanan KSPK yang dilakukan terhadap kementerian/lembaga 

bukan merupakan pelayanan rutin yang dilakukan secara bersamaan di seluruh 

asisten deputi (asdep), sehingga ada kemungkinan banyaknya koordinasi yang 

dilakukan di masing-masing asdep akan berbeda-beda. Sehingga semakin banyak 

koordinasi yang dilakukan oleh asdep maka berpeluang jumlah responden aktif 

akan semakin banyak. 

Hasil survei juga tidak dirancang untuk menyajikan angka estimasi , 

tetapi hanya menyajikan data dalam bentuk analisis deskriptif dari data sampel 

yang diperoleh. 

Penyajian data hanya dimungkinkan dapat berupa rata-rata, proporsi, 

persentase, atau rasio dan dapat digambarkan dalam bentuk grafik, tabel statistik, 

diagram kartesius, dan analisis diagram laba-laba. 

 

 



TRI ARTHA MAS  
 

12 

 

2.9.2 Metode Pencacahan 

Metode pencacahan yang digunakan pada Survei Evaluasi Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) dalam Mendukung 

Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK tahun 2020  berbeda dengan tahun 

sebelumnya, mengingat pada saat ini terjadi Pandemi Covid-19, maka metode 

pencacahan yang dilakukan adalah dengan self enumeration (responden mengisi 

sendiri)  melalui link survei yang di blasting WA ke setiap responden. 

Variabel yang ditanyakan dalam survei meliputi:  

a. Variabel Segmentasi responden, yaitu: 

1. Jabatan, variabel ini berfungsi untuk klasifikasi dalam penyusunan indeks 

kepuasan pelayanan terhadap stakeholder  

2. Jenis kelamin , variabel ini berfungsi untuk melihat kesetaraan gender 

3. Pendidikan Terakhir , variabel ini selain berfungsi untuk melihat 

klasifikasi pendidikan responden, juga untuk melihat kualitas jawaban 

responden atas pertanyaan yang diletakkan di kuesioner. 

b. Variabel yang mencakup pelayanan pada pelaksanaan KSPK, variabel ini 

selain berfungsi untuk penyusunan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) 

yang akan digunakan untuk mendukung PMPRB, juga berfungsi untuk 

penyusunan Indeks Kepuasan Stakeholder (IKS) yang akan digunakan dalam 

pengembangan/peningkatan Program/Kegiatan di Kemenko PMK. Variabel 

tersebut seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.3  Variabel Aspek Pelayanan  
Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan (KSPK) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi 
No. Variabel/ Pernyataan  
1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan prosedur/ alur 

koordinasi di KemenkoPMK? 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan instruksi dalam 
penyelenggaraan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan jadwal 
pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu pelaksanaan koordinasi 
sesuai dengan jadwal yang ditentukan? 
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No. Variabel/ Pernyataan  
5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil koordinasi sesuai 

dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon petugas/pegawai 
KemenkoPMK dalam penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu strategis? 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemampuan 
petugas/pegawai KemenkoPMK dalam pemenuhan keperluan peserta 
koordinasi? 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai kenyamanan sarana dan 
prasarana pendukung pada unit penyelenggaraan koordinasi? 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan akses sarana 
pengaduan pada unit koordinasi ini? 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan penanganan 
pengaduan pada unit koordinasi ini? 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh KemenkoPMK 
bersama Mitra Kerja merupakan program dan/atau kegiatan penting 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja terjadwal dan terencana dengan 
baik 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK dirasakan 
dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh Mitra Kerja 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK mendukung dalam 
pencapaian indikator Mitra Kerja 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan oleh 
KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, dan sesuai dengan 
tugas dan fungsi 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan KemenkoPMK 
dilakukan dengan baik dan memenuhi sasaran, serta dituangkan dalam 
notulensi rekomendasi hasil rapat 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan KemenkoPMK 
telah sesuai dengan perumusan dan rekomendasi yang dibuat 
sebelumnya 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil koordinasi dengan 
KemenkoPMK dapat memfasilitasi pelaksanaan isu strategis di bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil koordinasi dengan 
KemenkoPMK efektif dan efisien dalam menangani isu strategis di 
bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil koordinasi bersama 
dengan Mitra Kerja dapat memacahkan/ mengatasi masalah 

26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil koordinasi KemenkoPMK 
bersama Mitra Kerja menciptakan suasana kondusif 
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c. Variabel yang mencakup integritas pelaksanaan KSPK, variabel ini berfungsi 

untuk pengukuran dari integritas pelayanan yang diberikan oleh pegawai di 

Kemenko PMK, yang digambarkan oleh Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), 

seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.4  Variabel Aspek Integritas Pelayanan 
Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan (KSPK) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi 
No. Variabel/ Pernyataan  
8 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu, terdapat petugas/pegawai di 

KemenkoPMK pada pelayanan koordinasi yang bersikap tidak jujur 
atau tidak bertanggung jawab ? 

9 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu, terdapat petugas/pegawai 

KemenkoPMK pada pelayanan koordinasi yang melakukan tindakan 

diskriminasi ? 

10 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu, terdapat petugas/pegawai di 

KemenkoPMK yang memberikan pelayanan koordinasi di luar 

prosedur sehingga mengindikasikan kecurangan ? 

11 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu, terdapat petugas/pegawai 

KemenkoPMK yang menerima pemberian imbalan 
uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku? 

12 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu, terdapat praktik percaloan/ 

perantara  pada unit koordinasi ini? 

 

Seperti telah dijelaskan pada Organisasi Survei di Bab Pendahuluan, 

bahwa tahapan kegiatan survei merupakan tahapan yang paling penting. Tahapan 

dalam pelaksanaan Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan (KSPK) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK adalah 

sebagai berikut: 

 

 

1. Penyusunan dan  penyampaian Surat Pemberitahuan Survei.  Surat ini  

ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan nomor: B.1402/SES/ 
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KSK.01/ X/20 20 tanggal 21 Oktober 2020, perihal Pemberitahuan Survei 

Eksternal. 

Gambar 2.1  Surat Pemberitahuan Survei  
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2. Pencacahan melalui self enumeration oleh responden melalui link survei, 

setelah mendapat ijin dari kementerian/lembaga di lokus survei. Cakupan 

variabel yang ditanyakan meliputi: 

1. Persyaratan pelayanan KSPK, meliputi pertanyaan terkait persyaratan 

pelayanan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, apakah 

seluruh pelayanan di Kemenko PMK dilakukan dengan persyaratan 

terbuka, jelas, dan mudah dipenuhi oleh responden. 

2. Prosedur pelayanan KSPK, meliputi pertanyaan terkait prosedur 

pelayanan di Kemenko PMK, apakah prosedur pelayanan termasuk 

informasi dari keberadaan prosedur pelayanan yang ada di Kemenko 

PMK dibuat secara terbuka, jelas dan sederhana. 

3. Waktu pelayanan KSPK, meliputi pertanyaan terkait waktu pelayanan 

di Kemenko PMK, apakah waktu pelayanan termasuk informasi dari 

target waktu penyelesaian pelayanan di Kemenko PMK dibuat secara 

jelas, dan tepat waktu. 

4. Program/kegiatan  pelaksanaan layanan KSPK, meliputi pertanyaan 

terkait program/kegiatan di Kemenko PMK, apakah persiapan dan 

pelaksanaan program/kegiatan dibuat secara strategis, terjadwal, 

terencana, dan mempunyai  manfaat yang dapat dirasakan dalam setiap 

kebijakan. 

5. Efektif dan efisiensi dalam layanan KSP K, meliputi pertanyaan terkait 

efektifitas dan efisiensi layanan KSPK, apakah kebijakan yang diambil 

oleh pemangku kepentingan di KSPK dalam memfasilitasi isu strategis 

selalu dapat memecahkan/mengatasi permasalahan serta menciptakan 

suasana kondusif. 

6. Produk/jasa layanan KSP K, meliputi  pertanyaan terkait daftar 

produk/jasa layanan KSPK, apakah terinformasikan secara terbuka, jelas 

dan memiliki fungsi yang baik. 

7. Sarana pengaduan/keluhan pada layanan KSP K, meliputi  pertanyaan 

terkait sarana pengaduan/keluhan, apakah sarana pengaduan/keluhan 
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tersedia, termasuk sarana pengaduan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN),  terdapat prosedur dalam penanganan pengaduan, ada 

penanggungjawab yang jelas dalam menangani pengaduan, adanya 

kepastian tindaklanjut yang jelas dalam penanganan pengaduan. 

8. Keberadaan petugas pada layanan KSPK, meliputi  pertanyaan terkait 

keberadaan petugas pada layanan KSPK  sehingga dalam rapat koordinasi 

akan terjelaskan siapa yang menangani dan apa tindaklanjut yang akan 

dilakukan. Termasuk pertanyaan apakah pegawai/petugas di Kemenko 

PMK sigap, cekatan, mudah berkomunikasi (melalui telepon, email, dan 

faximile), memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman teknis serta administrasi yang memadai. 

9. Kompetensi kepemimpinan , meliputi pertanyaan terkait kompetensi 

kepemimpinan, meliputi penguasaan dalam memimpin rapat, 

merumuskan dan menyimpulkan hasil rapat, serta tindaklanjut hasil 

rapat.  

10. Maklumat/janji layanan KSP K, meliputi  pertanyaan terkait keberadaan 

dan kejelasan terhadap maklumat/janji layanan KSPK, termasuk apakah 

pelaksanaan pelayanan KSPK sudah sesuai dengan maklumat/janji 

pelayanan KSPK. 

11. Lingkungan, saran a, dan prasarana pada layanan KSPK, meliputi  

terkait pertanyaan keamanan lingkungan pelayanan KSP, kebersihan, 

kerapihan, kenyamanan dan kelengkapan sarana dan prasarana.  

12. Capaian indikator pelayanan KSP K, meliputi  pertanyaan terkait 

apakah pelayanan KSPK dapat mendukung dalam pencapaian indikator-

indikator RPJMN Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

 

2.10 Pengadaan Instrumen dan Perlengkapan  

Pengadaan instrumen dan perlengkapan pencacahan tidak dilakukan 

oleh lembaga survei PT. Tri  Artha Mas, karena survei dilakukan dengan self 
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enumeration, namun dilakukan penghitungan kebutuhan pembuatan aplikasi 

sistem sesuai dengan volume identifikasi kebutuhan.  

 

2.11 Perekrutan Petugas  

Tidak dilakukan rekrutmen dan pelatihan petugas survei, mengingat 

survei dilakukan dengan self enumeration. 

  

2.12 Wilayah Tugas  

Pemetaan wilayah tugas dari pencacah dan pengawas/pemeriksa survei 

yang tahun sebelumnya juga harus ditentukan sebelum petugas melakukan 

pencacahan dan pengawasan/ pemeriksaan, pada tahun 2020 ini juga tidak 

dilakukan mengingat survei dilakukan dengan self enumeration.  

Kementerian/lembaga tempat responden bekerja yang diblasting WA 

oleh sistem adalah seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2.5  Wilayah Tugas 
Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) 

dalam Mendukung Reformasi Birokrasi 
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Kementerian/lembaga yang menjadi lokus survei tersebut adalah 

kementerian/lembaga yang pernah melakukan koordinasi dengan Kemenko PMK. 

Diharapkan seluruh karyawan di kementerian/lembaga dapat menjawab 

pertanyaan yang ada di kuesioner dan apabila 1 (satu) orang responden 

melakukan koordinasi di 2 (dua) asisten deputi (asdep) atau lebih, maka jawaban 

dari responden tersebut dapat mewakili nilai di  2 (dua) asdep atau lebih tersebut. 

Objek penilaian bagi responden di kementerian/lembaga yang menjadi 

lokus survei ada sebanyak 7 (tujuh) kedeputian/sekretariat setingkat eselon 1 

(satu) dan 30 (tiga puluh) asisten deputi/kepala biro setingkat eselon 2 (dua) di 

Kemenko PMK, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.6  Daftar Nama Objek Penilaian  
(Sesuai PermenkoPMK No.4 Tahun 2020) 

Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) 
dalam Mendukung Reformasi Birokrasi 

Deputi I, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial  

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan 
Asisten Deputi Jaminan Sosial 
Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran 

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia 

Deputi II, Deputi Bidan g Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan 
Penanggulangan Bencana 
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah 
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial 
Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial 
Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana 



TRI ARTHA MAS  
 

22 

 

Deputi III, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan 
Pembangunan Kependudukan  
Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan 
Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit 
Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Deputi IV, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan 
Pemuda 
Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 
Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan 
Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda 
Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
Deputi V, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan 
Prestasi Olahr aga 
Asisten Deputi Revolusi Mental 
Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan 
Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga 
Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas 
Deputi VI, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pen didikan da n 
Moderasi Beragama  
Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah 
Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi 
Asisten Deputi Pendidikan Keagamaan 
Asisten Deputi Moderasi Beragama 
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Na sional  
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional 
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III.  PELAKSANAAN 

 

3.1 Pembahasan Kuesioner  

Pelatihan petugas survei tidak dilakukan seperti halnya tahun-tahun 

sebelumnya, namun dilakukan pembahasan kuesioner oleh Tim Reformasi 

Birokrasi beserta jajaran pimpinan di KemenkoPMK, mengingat pada masa 

pandemi covid-19 survei dilakukan dengan self enumeration. Cakupan materi 

pembahasan kuesioner meliputi: 

a. Tujuan Survei  

(i)  Mengukur kualitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan (KSPK); 

(ii)  Mengukur perilaku anti korupsi; 

(iii)  Menyusun rekomendasi untuk perbaikan kualitas pelayanan KSPK.  

Survei nantinya akan menghasilkan indeks persepsi kualitas pelayanan 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) dan indeks persepsi 

anti korupsi. Indeks yang diperoleh berfungsi sebagai pendukung penilaian 

ȰËÏÍÐÏÎÅÎ ÈÁÓÉÌȱ ÙÁÎÇ ÔÅÒÔÕÁÎÇ ÄÁÌÁÍ ÌÅÍÂÁÒ ËÅÒÊÁ ÅÖÁÌÕÁÓÉ ÒÅÆÏÒÍÁÓÉ ÂÉÒÏËÒÁÓÉ 

(LKE). Kedua indeks persepsi tersebut diharapkan mampu menggambarkan 

kualitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) 

dan perilaku anti koruptif di Kemenko PMK. Selain itu, hasil survei juga dijadikan 

dasar peyusunan rekomendasi bagi Kemenko PMK untuk perbaikan kualitas 

pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan (KSPK).  

 

b. Landasan Pelaksanaan Survei  

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 

Instansi Pemerintah. 
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c. Target Responden  

Target responden adalah pegawai Eselon I, II, III, IV, dan staf di  

kementerian/ lembaga pengguna layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan (KSPK) dan yang pernah berkoordinasi dengan 7 (tujuh) unit eselon 1 

(satu) kedeputian/DJSN dan 25 unit eselon 2 (dua) asisten deputi/DJSN di 

Kemenko PMK.  Jumlah target sampel secara keseluruhan ada sebanyak 941 responden, 

responden aktif dan respon. 

 

d. Jadwal Pelaksanaan  

Jadwal pelaksanaan kegiatan disampaikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1  Jadwal Kegiatan 
Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan (KSPK) 

dalam Mendukung Reformasi Birokrasi 
 

No. Aktivitas Waktu 

1 Perencanaan dan 
Pembahasan Kuesioner 
Survei 

Oktober 2020 

2 Pengumpulan Data 21 Oktober ɀ 21 November 2020 

3 Evaluasi Pengumpulan 

Data 

11 November 2020 

4 Pengolahan Data * Oktober ɀ November 2020    

5 Analisis November 2020 

6 Penyusunan, 
Pencetakan Laporan, 
dan Evaluasi 

November ɀ Desember 2020 

* Termasuk penyusunan/pembuatan aplikasi dan tabulasi data 

 

e. Metodologi Dasar Pengukuran  

Dasar pengukuran persepsi kementerian/lembaga di bawah koordinasi 

Kemenko PMK terhadap kualitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan (KSPK) di Kemenko PMK adalah komponen standar pelayanan yang 

tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik dan ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat yang termuat dalam 
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 2014, yaitu:  

1. Persyaratan Pelayanan 

2. Prosedur pelayanan 

3. Waktu pelayanan 

4. Biaya atau tarif  

5. Produk/jasa spesifikasi jenis layanan 

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan  

7. Kejelasan petugas/pelaksana 

8. Kompetensi pelaksana 

9. Perilaku pelaksana 

10. Maklumat pelayanan 

11. Komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik  

 

Penyusunan Ind eks Persepsi Kualit as Pelayanan (I PKP) 

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) adalah gambaran dari indeks 

kepuasan masyarakat, dalam hal ini kementerian/lembaga yang berkoordinasi 

dalam pelayanan KSPK dengan KemenkoPMK, yang merupakan tolok ukur untuk 

menilai tingkat kualitas pelayanan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 

terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik dan SE Men-PAN Nomor: 4/M.PAN-

RB/03/2012 tentang Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pada 

Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

IPKP bukan digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan atau 

memperburuk suatu unit pelayanan melainkan menjadi bahan masukan untuk 

melakukan perbaikan terhadap unsur pelayanan. Diharapkan menjadi pemicu unit 

penyelenggara pelayanan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya.  
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Penyusunan Indeks Kepuasan Stakeholder  (IKS)  

Pengukuran Indeks Kepuasan Stakeholder (IKS) secara umum tidak 

berbeda dengan IPKP, namun IKS lebih cenderung kepada pengukuran kepuasan 

terhadap pelayanan program/kegiatan yang dilakukan KemenkoPMK kepada 

mitra kerja -nya di kementerian/lembaga. 

 

Penyusunan Indeks Persepsi Anti Kor upsi (IPAK ) 

Selain itu, persepsi perilaku korupsi dapat dilihat melalui 7 (tujuh) 

kategori tindakan korupsi (seperti yang dijelaskan secara rinci dalam UU Nomor 

31 Tahun 1999) sebagai berikut:  

1. Kerugian keuangan negara  

2. Suap-menyuap  

3. Penggelapan dalam jabatan 

4. Pemerasan 

5. Perbuatan curang 

6. Benturan kepentingan dalam jabatan 

7. Gratifikasi  

Tabel 3.2  Variabel Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 

No. Variabel/ Pernyataan  
8 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu, terdapat petugas/pegawai di 

KemenkoPMK pada pelayanan koordinasi yang bersikap tidak jujur 
atau tidak bertanggung jawab ? 

9 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu, terdapat petugas/pegawai 

KemenkoPMK pada pelayanan koordinasi yang melakukan tindakan 

diskriminasi ? 

10 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu, terdapat petugas/pegawai di 

KemenkoPMK yang memberikan pelayanan koordinasi di luar 

prosedur sehingga mengindikasikan kecurangan ? 

11 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu, terdapat petugas/pegawai 

KemenkoPMK yang menerima pemberian imbalan 
uang/barang/fasilitas dil uar ketentuan yang berlaku? 

12 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu, terdapat praktik percaloan/ 

perantara  pada unit koordinasi ini? 
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Karena ketiga indeks IPKP, IKS, dan IPAK yang dihasilkan tersebut 

menggunakan skala likert yang berbeda yaitu IPKP dan IPAK menggunakan skala 

likert 4 sedangkan IKS menggunakan skala likert 6, maka pada kuesioner 

dicantumkan likert yang lebih tinggi yaitu likert 6, sedangkan hasil dari data yang 

dikumpulkan dikonversi juga ke dalam likert 4. 

Gambar 3.1  Skala Likert dan Transformasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat kuesioner yang digunakan tidak mencakup nilai harapan dari 

responden, maka untuk mendapatkan gap analisis dan nilai kartesian, digunakan 

nilai harapan dari rataan tahun sebelumnya, dengan gambaran paring data 

sebagai berikut:  
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Gambar 3.2  Paring Variabel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Manajemen Lapangan 

1. Kemenko PMK sebagai penanggungjawab kegiatan, mengomunikasikan, 

meminta ijin pelaksanaan survei serta mengirimkan hardcopy surat kepada 

Sekretaris Kementerian/ Lembaga dimana responden bekerja.   

2. Setelah hardcopy surat dikirimkan, setiap individu responden menerima 

blasting Whatsapp (WA) untuk pengisian survei melalui link survei, dengan 

link https://surveikspk.kemenkopm k.go.id/.  

3. Seluruh unit di ke Asdepan dan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional 

(DJSN) di KemenkoPMK melakukan pemantauan pengisian survei dengan 

self enumeration link survei oleh mitra kerja (sebagai responden). Masing-

masing memiliki akun username dan password sebagai dashboard 

pemantauan pemasukan dokumen survei (namun akun tersebut tidak 

disajikan dalam buku ini). 

4. Untuk responden yang belum mengisi survei, maka per 5 (lima) hari 

kalender responden akan kembali menerima blasting WA link survei.  

https://surveikspk.kemenkopmk.go.id/
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Gambar 3.3  Blasting Link Survei ke Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Responden yang telah mengisi akan mendapatkan informasi sebagai 

berikut:  

Gambar 3.4  Ucapan terima kasih kepada Responden yang telah  

selesai Mengisi Survei 
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g. Instrumen yang Digunak an 

Instrumen yang digunakan adalah link survei kepada responden dengan 

alamat https://surveikspk.kemenkopmk.go.id/ .  dengan konten seperti pada 

lampiran. 

 

3.2 Pencacahan Sampel 

Penarikan sampel dilakukan sesuai kerangka sampel (pengguna layanan 

yang pernah menerima fasilitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan dari Kemenko PMK. Metode pencacahan yang dilakukan adalah dengan 

self enumeration.  

Berdasarkan hasil identifikasi, kecukupan biaya, jadwal (lamanya) 

pencacahan, dan kemungkinan lain (responden sudah pensiun/meninggal, pindah, 

maka terdapat target 941 eligible responden. 

Dari 941 eligible pengguna layanan (responden) dipilih seluruhnya 

(dengan kecukupan waktu pencacahan). Pemilihan responden dilakukan secara 

non probability sampling dengan metode purposive sampling sehingga tidak dapat 

dihitung relative standard errornya (RSE)  . 

 

3.3 Kendala Pencacahan    

Kendala pada saat pencacahan, secara umum tidak ada namun terdapat 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Responden sudah pensiun, sehingga tidak mau menjawab; 

2. Responden sudah pindah ke tempat lain, kemungkinan besar juga tidak 

mau menjawab survei; 

3. Versi WA responden yang rendah, sehingga sistem tidak mendukung. 

 

 

https://surveikspk.kemenkopmk.go.id/
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IV. PENGOLAHAN 

 

4.1  Pelatihan Petugas Pengolahan 

Pelatihan petugas pengolahan tidak dilakukan secara khusus, karena 

aplikasi yang digunakan sederhana. Pengolahan data berupa tabulasi data 

dilakukan oleh Tim Survei, Program entri (berupa self enumeration responden) 

dibangun beserta tabulasi data dengan menggunakan aplikasi web-based, dengan 

spesifikasi: 

1. Web Server 

2. Database: PostgreSQL 

3. Web Browser 

4. Web Editor: Notepad++, NetBeans 

5. Yii Framework 

6. Bahasa Pemrograman: HTML, PHP, Javascript, dan CSS 

7. Library yang digunakan: Javascript: Jquery, Grafik: Jqplot, fusionchart, Peta: 

Openlayers, Galeri: galleria, magnificpopup, Lainnya: phpexcel, simplemodal 

8. Space yang dibutuhkan sekitar 1 (satu) Gb 

 

4.2  Perekaman Data  

Perekaman data dilakukan agar data hasil lapangan dapat langsung 

terinput ke dalam media komputer sesuai dengan alur dan validasinya. Dan 

seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa aplikasi input data yang digunakan 

adalah menggunakan web based. Aplikasi pengolahan data dibuat sedemikian rupa 

agar user friendly. 

Program aplikasi dibuat sesederhana mungkin, namun untuk menjaga 

kerahasiaan data tetap dibuatkan login dan validasi program tetap dijaga agar non 

sampling error  dapat sekecil mungkin. 
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V. LAPORAN HASIL 

 

Survei Evaluasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan 

(KSPK) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Tahun 2020 di Kemenko PMK 

secara keseluruhan berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa 

catatan lapangan   sebagai berikut: 

1. Daftar sampel yang bersumber dari customer list Kemenko PMK, setelah 

dilakukan pengecekan ulang dan pencacahan di setiap responden masih 

terdapat responden yang double (ganda) di daftar sampel pada beberapa 

kementerian/lembaga; 

2. Terdapat beberapa responden yang sudah tidak bekerja di kementerian/ 

lembaga yang tersampel,; 

3. Masih terdapat responden yang tidak bersedia untuk mengisi survei karena 

responden telah pensiun; 

4. Versi WA responden yang rendah, sehingga sistem tidak mendukung. 

 

Realisasi hasil pengumpulan adalah sebagai berikut: 

1. Dari target 941 responden, realisasi responden yang respon terhadap survei 

ini adalah sebanyak 930 responden atau 98,83 %. 

2. Dibandingkan dengan survei sebelumnya, target dan realisasi adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 5.1  Responden Menurut Tahun Survei 

Tahun  Target Realisasi % 
2015 157 112 71.34 
2016 300 256 85.33 
2017 600 520 86.67 
2018 875 710 81.14 
2019 850 666 78.35 
2020 941 930 98.83 
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Respon rate responden survei pengguna layanan KSPK pada tahun 2020 lebih 

besar dibandingkan tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 menggunakan 

metode self enumeration dengan kuesioner yang sudah disederhanakan. 

3. Responden menurut jabatan, jenis kelamin dan pendidikan adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 5.2  Responden Menurut Jabatan 

Jabatan Responden %  

1.  Eselon I / Pimpinan Tinggi Madya 13.65 

2.  Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama 21.54 

3.  Fungsional Utama 0.49 

4.  Eselon III/ Jabatan Administrator 21.25 

5.  Fungsional Madya 3.22 

6.  Eselon IV/ Jabatan Pengawas 15.30 

7.  Fungsional Muda 3.70 

8.  Fungsional Pertama 0.97 

9.  Staf/ Fungsional Umum/ Jabatan Pelaksana 10.53 

10. Lainnya* 9.36 

Total 100.00 

 

Tabel 5.3  Responden Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan  
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4. Jumlah dokumen hasil pencacahan menurut kedeputian unit eselon 1 (satu) di 

Kemenko PMK.  

Tabel 5.4  Responden Menurut Kedeputian  

Kedeputian  Jumlah 
Responden  

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial 

162 

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan 
Wilayah dan Penanggulangan Bencana 

149 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas 
Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan 

154 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas 
Anak, Perempuan, dan Pemuda 

158 

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan 
Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga 

129 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas 
Pendidikan dan Moderasi Beragama 

134 

Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional 44 

Kemenko PMK 930 

 

5. Jumlah dokumen hasil pencacahan menurut kementerian/ lembaga, sebagai 

berikut:  

Tabel 5.5  Responden Menurut Kementerian/Lembaga 

No. Kementerian/Lembaga  Respon 
1 Kementerian Agama 70 
2 Kementerian PPN/Bappenas 67 
3 Kementerian Kesehatan 66 
4 Kementerian Sosial 59 
5 Sekretariat Kabinet 57 
6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 50 
7 Kementerian Dalam Negeri 49 
8 Kementerian Desa PDTT 44 
9 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) 
42 

10 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 39 
11 Kantor Staf Presiden (KSP) 35 
12 Kementerian PPPA 31 
13 TNP2K 24 
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No. Kementerian/Lembaga  Respon 
14 Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB 20 
15 Badan Pusat Statistik BPS 16 
16 Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan 

POMBPOM 
16 

17 BPJS Kesehatan 15 
18 BPJS Ketenagakerjaan 13 
19 Kemenko Perekonomian 13 
20 Kementerian Keuangan 12 
21 Kementerian Sekretariat Negara 12 
22 Kementerian PUPR 10 
23 Kementerian Pertanian 10 
24 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kementerian LHK 
8 

25 Kementeri an ESDM 8 
26 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 6 
27 FES INDONESIA 6 
28 Kementerian Ketenagakerjaan 5 
29 Kementerian Hukum dan Ham 5 
30 Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) 4 
31 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT 4 
32 Kementerian Perindustrian  4 
33 Kementerian ATR BPN 4 
34 Kementerian PANRB 4 
35 Kementerian Koperasi dan UKM 4 
36 K/L < 4 orang 98 
 Total  930 

 

6. IPKP, IKS dan IPAK  

Tabel 5.6  IKP dan IPKP  
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Tabel 5.7  IPAK 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.8  IKS 

7. Indeks di Kedeputian  

Tabel 5.9  IPKP, IKS, dan IPAK  
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8. Gap Analisis 

Tabel 5.9  GAP Analisis IPKP dan IKS KemenkoPMK 2020 (Likert 6) 
 

No. 
 

Pernyataan  
Kualitas 

Pelayanan 
Tingkat 

Kepentingan 
(Harapan)  

 
Gap 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu 
mengenai kemudahan prosedur/ 
alur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.20 5.42 -0.22 -3.67 % 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu 
mengenai kemudahan instruksi 
dalam penyelenggaraan koordinasi 
oleh KemenkoPMK? 

5.13 5.14 -0.00 -0.17 % 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu 
mengenai kejelasan jadwal 
pelaksanaan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.15 5.45 -0.3 -5. % 

4 Apakah menurut penilaian 
Bapak/Ibu waktu pelaksanaan 
koordinasi sesuai dengan jadwal 
yang ditentukan? 

5.06 5.44 -0.38 -6.33 % 

5 Apakah menurut penilaian 
Bapak/Ibu rumusan hasil koordinasi 
sesuai dengan tujuan dilakukan 
koordinasi? 

5.13 5.15 -0.02 -0.33 % 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, 
bagaimana respon petugas/pegawai 
KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas 
pengajuan atau menerima 
permohonan koordinasi terkait isu-
isu strategis? 

5.07 5.43 -0.35 -6. % 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu 
mengenai kemampuan 
petugas/pegawai KemenkoPMK 
dalam pemenuhan keperluan 
peserta koordinasi? 

5.13 5.45 -0.32 -5.33 % 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, 
mengenai kenyamanan sarana dan 
prasarana pendukung pada unit 
penyelenggaraan koordinasi? 

5.20 5.47 -0.27 -4.5 % 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu 
mengenai kemudahan akses sarana 
pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.01 5.38 -0.37 -6.17 % 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu 
mengenai respon dan penanganan 
pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.07 5.38 -0.31 -5.17 % 

16 Program dan/atau kegiatan yang 
dikoordinasikan oleh KemenkoPMK 
bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.42 5.41 0.01 0.17% 
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No. 

 
Pernyataan  

Kualitas 
Pelayanan 

Tingkat 
Kepentingan 
(Harapan)  

 
Gap 

17 Persiapan dalam pelaksanaan 
program dan/atau kegiatan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.15 5.49 -0.34 -5.67 % 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK dirasakan dalam 
setiap kebijakan yang dijalankan 
oleh Mitra Kerja 

5.17 5.40 -0.23 -3.83 % 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh 
KemenkoPMK mendukung dalam 
pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.20 5.44 -0.24 -4. % 

20 Kompetensi pimpinan rapat 
koordinasi yang dilakukan oleh 
KemenkoPMK sangat baik, 
menguasai substansi, dan sesuai 
dengan tugas dan fungsi 

5.23 5.54 -0.31 -5.17 % 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi 
bersama dengan KemenkoPMK 
dilakukan dengan baik dan 
memenuhi sasaran, serta dituangkan 
dalam notulensi rekomendasi hasil 
rapat 

5.18 5.45 -0.27 -4.5 % 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi 
bersama dengan KemenkoPMK telah 
sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat 
sebelumnya 

5.09 5.46 -0.37 -6.17 % 

23 Kebijakan dan/atau program/ 
kegiatan hasil koordinasi dengan 
KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan 

5.21 5.46 -0.25 -4.17 % 

24 Kebijakan dan/atau program/ 
kegiatan hasil koordinasi dengan 
KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di 
bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan 

5.14 5.42 -0.28 -4.67 % 

25 Kebijakan dan/atau program/ 
kegiatan hasil koordinasi bersama 
dengan Mitra Kerja dapat 
memacahkan/ mengatasi masalah 

5.05 5.46 -0.41 -6.83 % 

26 Kebijakan dan/atau program/ 
kegiatan hasil koordinasi 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.18 5.44 -0.26 -4.33 % 
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Kemenko PMK 
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Kemenko PMK (Semua Variabel) 

N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur k oordinasi di KemenkoPMK? 

5.2 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.13 5.14 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5.15 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

5.06 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.13 5.15 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 5.07 5.43 
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petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
strategis? 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordinasi? 

5.13 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.2 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.01 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.07 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.42 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.15 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitra Kerja 

5.17 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.2 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.23 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.18 5.45 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

5.09 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.21 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.14 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi bersama dengan Mitra Kerja dapat 
memacahkan/ mengatasi masalah 

5.05 5.46 
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26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.18 5.44 

 
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
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Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Semua Variabel) 

N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur koordinasi d i KemenkoPMK? 

5.26 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.16 5.18 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5.2 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu  waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

5.08 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.16 5.15 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 5.12 5.43 



TRI ARTHA MAS  
 

48 

 

petugas/ pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
strategis? 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordin asi? 

5.19 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.21 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

4.97 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.1 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.36 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.12 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitr a Kerja 

5.15 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.18 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.23 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.14 5.45 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

5.07 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.24 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.1 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi bersama dengan Mitra  Kerja dapat 
memacahkan/ mengatasi masalah 

5.01 5.46 
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26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.14 5.44 

 
Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan 
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Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan (Semua Variabel) 

N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.24 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.1 5.13 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5.17 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

5 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.07 5.1 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 5.12 5.43 
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petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
strategis? 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordinasi? 

5.24 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.17 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

4.81 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.02 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.38 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.14 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitra Kerja 

5.07 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.14 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.19 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.12 5.45 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

5.02 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.17 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.02 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi bersama dengan Mitra Kerja dapat 
memacahkan/ mengatasi masalah 

4.93 5.46 
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26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.02 5.44 

 
Asisten Deputi Jaminan Sosial 
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Asisten Deputi Jaminan Sosial (Semua Variabel) 

N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.22 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.19 5.2 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5.28 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

5.11 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.22 5.17 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 5.17 5.43 
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petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
str ategis? 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordinasi? 

5.06 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.25 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.14 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.39 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.08 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitra Kerja 

5.19 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.25 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.17 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.11 5.45 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

5.11 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.28 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.11 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi bersama dengan Mitra Kerja dapat 
memacahkan/ mengatasi masalah 

4.92 5.46 
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26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.14 5.44 

 
Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran 
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Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran (Semua Variabel) 

N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.27 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.12 5.17 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5.2 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

5.05 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.17 5.2 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 5.15 5.43 
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petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
strategis? 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordinasi? 

5.29 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.17 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.05 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.1 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.39 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.12 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitra Kerja 

5.2 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.12 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.29 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.22 5.45 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

5.1 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.24 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.17 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi bersama dengan Mitra Kerja dapat 
memacahkan/ mengatasi masalah 

5.12 5.46 
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26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.24 5.44 

 
Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia 
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Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia (Semua Variabel) 

N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.3 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.23 5.21 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5.16 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

5.16 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.19 5.15 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 5.05 5.43 
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petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
strategis? 

7 Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordinasi? 

5.16 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.26 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.02 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.16 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.3 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.12 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitra Kerja 

5.14 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.21 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.28 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.12 5.45 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

5.07 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilit asi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.28 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.12 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi bersama dengan Mitra Kerja dapat 
memacahkan/ mengatasi masalah 

5.07 5.46 
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26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.14 5.44 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan 
Penanggulangan Bencana 
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Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan 
Penanggulangan Bencana (Semua Variabel) 
N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.23 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.13 5.1 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5.09 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

4.96 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan  hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.13 5.2 
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6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 
petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
strategis? 

5.09 5.43 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordinasi? 

5.12 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.16 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.03 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.03 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.46 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.13 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitra Kerja 

5.26 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.28 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.23 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.28 5.45 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

5.11 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ k egiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.19 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.11 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi bersama dengan Mitra Kerja dapat 

5.13 5.46 
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memacahkan/ mengatasi masalah 

26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.26 5.44 

 
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah 
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Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah (Semua Variabel) 

N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.18 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.09 5.05 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

4.97 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.09 5.21 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 5 5.43 
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petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
strategis? 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu  mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordinasi? 

5.03 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.12 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

4.97 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

4.88 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.44 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.06 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitra Kerja 

5.29 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.26 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.12 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.32 5.45 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

5.09 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.18 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.09 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi bersama dengan Mitra Kerja dapat 
memacahkan/ mengatasi masalah 

5 5.46 
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26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.24 5.44 

 
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial 
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Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial (Semua Variabel) 

N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.31 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.19 5.17 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5.21 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

5 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.14 5.3 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 5.29 5.43 
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petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
strategis? 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordinasi? 

5.26 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.31 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.05 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.14 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.57 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.14 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitra Kerja 

5.31 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.33 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.38 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.45 5.45 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

5.17 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.29 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.17 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi bersama dengan Mitra Kerja dapat 
memacahkan/ mengatasi masalah 

5.21 5.46 
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26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.33 5.44 

 
Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial 
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Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial (Semua Variabel) 

N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ al ur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.21 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.05 5.03 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5.05 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

4.85 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.1 5.13 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 5 5.43 
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petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
strategis? 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordinasi? 

5 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.03 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

4.95 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.44 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.13 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitra Kerja 

5.21 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.31 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.21 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.15 5.45 

22 Tindak lanjut hasil  rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

5.08 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.1 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.08 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi bersama dengan Mitra Kerja dapat 
memacahkan/ mengatasi masalah 

5.15 5.46 
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26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.23 5.44 

 
Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana 
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Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana (Semua Variabel) 

N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.24 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.18 5.12 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5.09 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

5.03 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.18 5.16 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 5.03 5.43 
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petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
strategis? 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordinasi? 

5.18 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.18 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.18 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

5.06 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/a tau kegiatan penting 

5.38 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.18 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitra Kerja 

5.21 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.21 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.18 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.15 5.45 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

5.09 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.21 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.09 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/  kegiatan hasil  
koordinasi bersama dengan Mitra Kerja dapat 
memacahkan/ mengatasi masalah 

5.12 5.46 
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26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.21 5.44 

 
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan 
Kependudukan 
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Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan 
Kependudukan (Semua Variabel) 
N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.04 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5 5.01 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

5.03 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

4.97 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.03 5.09 
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6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 
petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
penyelenggaraan koordinasi atas pengajuan atau 
menerima permohonan koordinasi terkait isu-isu 
strategis? 

4.95 5.43 

7 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai 
kemampuan petugas/pegawai KemenkoPMK dalam 
pemenuhan keperluan peserta koordinasi? 

4.97 5.45 

13 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, mengenai 
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pada 
unit penyelenggaraan koordinasi? 

5.15 5.47 

14 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
akses sarana pengaduan pada unit koordinasi ini? 

4.87 5.38 

15 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai respon dan 
penanganan pengaduan pada unit koordinasi ini? 

4.95 5.38 

16 Program dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh 
KemenkoPMK bersama Mitra Kerja merupakan 
program dan/atau kegiatan penting 

5.39 5.41 

17 Persiapan dalam pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan oleh KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
terjadwal dan terencana dengan baik 

5.03 5.49 

18 Manfaat koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
dirasakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh 
Mitra Kerja 

5.04 5.4 

19 Koordinasi yang dilakukan oleh KemenkoPMK 
mendukung dalam pencapaian indikator Mitra Kerja 

5.11 5.44 

20 Kompetensi pimpinan rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh KemenkoPMK sangat baik, menguasai substansi, 
dan sesuai dengan tugas dan fungsi 

5.09 5.54 

21 Perumusan hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK dilakukan dengan baik dan memenuhi 
sasaran, serta dituangkan dalam notulensi 
rekomendasi hasil rapat 

5.15 5.45 

22 Tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama dengan 
KemenkoPMK telah sesuai dengan perumusan dan 
rekomendasi yang dibuat sebelumnya 

4.98 5.46 

23 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK dapat memfasilitasi 
pelaksanaan isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.13 5.46 

24 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi dengan KemenkoPMK efektif dan efisien 
dalam menangani isu strategis di bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

5.01 5.42 

25 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi bersama dengan Mitra Kerja dapat 

4.94 5.46 
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memacahkan/ mengatasi masalah 

26 Kebijakan dan/atau program/ kegiatan hasil 
koordinasi KemenkoPMK bersama Mitra Kerja 
menciptakan suasana kondusif 

5.03 5.44 

 
Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan 
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Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan (Semua Variabel) 

N
o. 

Pernyataan Kualitas 
Pelayan
an 

Tingkat 
Kepentin
gan 
(Harapan
) 

1 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
prosedur/ alur koordinasi di KemenkoPMK? 

5.05 5.42 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 
instruksi dalam penyelenggaraan koordinasi oleh 
KemenkoPMK? 

5.05 4.97 

3 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kejelasan 
jadwal pelaksanaan koordinasi oleh KemenkoPMK? 

4.95 5.45 

4 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu waktu 
pelaksanaan koordinasi sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan? 

4.9 5.44 

5 Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu rumusan hasil 
koordinasi sesuai dengan tujuan dilakukan koordinasi? 

5.03 5.08 

6 Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana respon 4.97 5.43 










































































































































































































































































































































